BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah di lakukan, Analisis Penyebab

Keterlambatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol seksi Padang-

Sicincin mendapatkan hasil sebagai berikut :

5.1.1

512

5.1.3

Penyebab keterlambatan yang diidentifikasi penulis dalam proyek
Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol seksi Padang-Sicincin
terdapat 26 vaktor, dan penulis mendefinisikan sepuluh (10) faktor
dominan yang memiliki nilai tertinggi dari hasil wawancara. Dengan
3 urutan teratas 1) Panitia tidak konsisten dan kompeten
melaksanakan tahapan pengadaan tanah berdasarkan UU 02 tahun
2012, 2)Validasi, Inventarisasi dan identifikasi penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 3) Keterbatasan
durasi waktu dalam undang undang.

Adapun dampak keterlambatan yang diidentifikasi penulis dalam
proyek Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol seksi Padang-
Sicincin terdapat 8 variabel dampak.

Dengan memahami faktor-faktor penyebab keterlambatan pengadaan
tanah pada pembangunan Jalan Tol melalui analisis SWOT,
pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk
mengatasi kendala-kendala yang ada dan memaksimalkan peluang
yang ada. Dengan menggabungkan strategi dan memanfaatkan
kekuatan-kekuatan yang ada, dengan mengatasi kelemahan dan
ancaman yang ada pemerintah dan pengembang dapat mengatasi
tantangan pengadaan tanah dengan lebih efektif dan memastikan

kelancaran pelaksanaan proyek jalan tol.

5.2 Saran

Saran saya selaku peneliti mengharapkan para peneliti

selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan lebih baik, baik dari

sisi penambahan variabel, atau bahkan membaca spesifikasi pembebasan lahan



terkait tanah ulayat di Sumatera Barat yang menurut peneliti unik untuk
dikembangkan kajiannya.

Bagi panitia, pemerintah serta stake holder pembebasan lahan
diperlukan penguatan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah,
instansi terkait, pemilik tanah, dan pihak pengembang untuk memastikan
kesepahaman yang jelas mengenai proses pengadaan tanah. Koordinasi yang
kuat akan membantu menghindari hambatan dan mempercepat proses.

Memastikan bahwa tim P2T memiliki kompetensi yang memadai dalam
manajemen proyek, hukum, serta negosiasi. Pemilihan tim yang tepat dan
berkompeten akan membantu mengatasi kendala-kendala dalam pengadaan
tanah.Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres
pelaksanaan pengadaan tanah serta mengidentifikasi kendala-kendala yang

muncul. Ini akan membantu dalam pengambilan tindakan korektif secara cepat.
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